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ABSTRAK

Diskriminasi usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja masih banyak terjadi
di Indonesia, terutama melalui pencantuman batas usia dalam iklan lowongan kerja
yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan objektif pekerjaan. Praktik ini
menutup akses pencari kerja usia dewasa dan lanjut usia terhadap pasar kerja.
Hingga saat ini, hukum ketenagakerjaan nasional belum mengatur larangan
diskriminasi usia secara tegas dan eksplisit, sehingga perlindungan hukum bagi
pencari kerja lintas usia masih lemah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah
Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
560/14861/012/2025 sebagai kebijakan untuk mengimbau penghapusan praktik
diskriminasi dalam lowongan kerja, termasuk diskriminasi usia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan larangan
diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja serta mengkaji dampak sosiologis
penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, pemberi kerja, dan pencari kerja, serta
didukung studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan
menggunakan teori keadilan dan teori kesetaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, secara yuridis larangan
diskriminasi usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia belum diatur
secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga
perlindungan hukum bagi pencari kerja usia dewasa dan lanjut usia masih bersifat
umum dan belum memberikan kepastian hukum. Kedua, secara sosiologis
penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025
memberikan dampak pada peningkatan kesadaran dan perubahan cara pandang
sebagian pelaku usaha serta pencari kerja terhadap praktik diskriminasi usia, namun
dalam praktik rekrutmen masih ditemukan diskriminasi usia secara terselubung
pada tahap seleksi internal perusahaan karena keterbatasan daya ikat dan ketiadaan
sanksi hukum.

Kata Kunci: Diskriminasi Usia, Rekrutmen Tenaga Kerja, Surat Edaran Gubernur
Jawa Timur
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ABSTRACT

Age discrimination in the recruitment process remains prevalent in
Indonesia, particularly through the inclusion of age limits in job advertisements
that are not always based on the objective needs of the job. This practice restricts
access to the labor market for adult and elderly job seekers. To date, national labor
law does not explicitly prohibit age discrimination, resulting in weak legal
protection for job seekers of all ages. This situation prompted the East Java
Provincial ~ Government to issue  Governor's  Circular  Letter  No.
560/14861/012/2025 as a policy calling for the elimination of discriminatory
practices in job vacancies, including age discrimination.

This study aims to analyze the regulation prohibiting age discrimination in
labor recruitment and examine the sociological impact of the implementation of the
East Java Governor's Circular Letter Number 560/14861/012/2025. This study uses
an empirical juridical method with a statutory and sociological approach. Data
were obtained through interviews with the East Java Provincial Manpower and
Transmigration Office, employers, and job seekers, and supported by literature
studies. The analysis was conducted descriptively and analytically using the
theories of justice and equality.

The research results indicate that: First, legally, the prohibition on age
discrimination in the labor recruitment process in Indonesia has not been explicitly
regulated in national legislation. Consequently, legal protection for adult and
elderly job seekers remains general and lacks legal certainty. Second,
sociologically, the implementation of the East Java Governor's Circular Letter No.
560/14861/012/2025 has increased awareness and changed the perspectives of
some business actors and job seekers regarding age discrimination practices.
However, in recruitment practices, covert age discrimination is still found during
the internal selection stage of companies due to limited binding power and the
absence of legal sanctions.

Keywords: Age Discrimination, Labor Recruitment, East Java Governor's Circular
Letter
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas pekerjaan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat
(2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Pasal 28D ayat (2) juga menegaskan hak untuk
bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan
kerja. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap
warga negara memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi.!

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan dalam ketenagakerjaan belum
sepenuhnya terwujud. Salah satu permasalahan klasik dalam ketenagakerjaan
adalah diskriminasi dalam proses rekrutmen. Bentuk diskriminasi dapat berupa
perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, agama,
maupun usia. Dari berbagai bentuk tersebut, diskriminasi usia menjadi yang
paling sering terjadi meskipun kurang mendapat perhatian serius.

Diskriminasi usia dalam rekrutmen merujuk pada pembatasan
kesempatan kerja berdasarkan kategori umur, bukan pada kompetensi atau
kualifikasi pelamar. Diskriminasi usia menimbulkan penilaian yang tidak

objektif dan mengabaikan prinsip meritokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan

! Pasal 28D ayat (2).

2 J. Smith, “Age Discrimination in Employment: A Review of the Literature”, Journal of
Human Resources, Vol. 55, No. 2 (2020), hlm. 5.



tenaga kerja dengan kemampuan memadai tersisih hanya karena faktor usia.
Fenomena ini masih mudah ditemui dalam iklan lowongan kerja yang
mencantumkan batas usia maksimal, meskipun pekerjaan yang ditawarkan
tidak menuntut kondisi fisik berat. Misalnya, Monami Bakery membuka
lowongan SPG paruh waktu untuk usia 18-25 tahun, OTO Group
mensyaratkan usia maksimal 25 tahun untuk posisi Administration Staff, dan
sebuah restoran di Semarang hanya menerima pelamar waitress berusia
maksimal 25 tahun. Kondisi tersebut membuat pelamar berusia di atas 25 tahun
tersisih meskipun memiliki kualifikasi yang relevan.’

Masih banyak perusahaan yang secara terbuka mencantumkan syarat
usia “maksimal 25 tahun” dengan berbagai alasan pragmatis. Penerapan batas
usia kerap dikaitkan dengan upaya mencegah eksploitasi anak, memastikan
tenaga kerja berada dalam usia produktif, serta memudahkan pengelolaan
sumber daya manusia.* Seorang praktisi Human Resource Development
(HRD) di salah satu BUMN menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari
pegawai berusia di bawah 27 tahun karena dinilai lebih mudah diarahkan,
belum memiliki banyak tanggungan keluarga, serta lebih fleksibel untuk

dibentuk sesuai kebutuhan.> Selain itu, terdapat anggapan bahwa pekerja muda

3 Contoh iklan lowongan kerja di Indonesia, diakses dari situs resmi perusahaan dan portal
lowongan kerja (Jobstreet, Indeed, 2024).

4 Shelomita Putri Amelia dkk., “Pengaruh Persyaratan Usia Terhadap Peluang Kerja Bagi
Tenaga Kerja Di Indonesia,” Terang. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 3
(2024), him. 67.

> Video TikTok Vina, “Alasan Perusahaan Menerapkan Batas Usia dalam Rekrutmen”, 6
Oktober 2023., https://vt.tiktok.com/ZSDnc5dYh/, diakses 25 September 2025.



lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru serta memiliki stamina lebih
baik. Namun, alasan tersebut tidak didukung bukti empiris yang kuat dan
cenderung menjadi justifikasi untuk menutup kesempatan bagi pekerja berusia
lebih tua yang memiliki kompetensi setara atau lebih tinggi.®

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif serta sanksi yang tegas
memperburuk kondisi ketenagakerjaan sehingga praktik diskriminasi usia
berlangsung secara terbuka. Pencari kerja yang memiliki kualifikasi memadai
kehilangan kesempatan kerja hanya karena melampaui batas usia administratif
yang ditetapkan perusahaan. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi
juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi. Pada tingkat individu
diskriminasi usia menimbulkan rasa ketidakadilan, menurunkan motivasi, dan
berpotensi menimbulkan masalah psikologis. Pada tingkat sosial diskriminasi
usia memperlebar kesenjangan antargenerasi dan melanggengkan stereotip
negatif terhadap kelompok usia tertentu. Pada tingkat ekonomi diskriminasi
usia menghambat pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal sehingga
menurunkan produktivitas nasional.”

Permasalahan diskriminasi usia juga pernah diajukan ke Mahkamah
Konstitusi melalui uji materi terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003. Meskipun permohonan ditolak, dissenting opinion Hakim

Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa ketentuan tersebut

®R. A. Hotmartua Simanullang dkk., “Urgensi Pengaturan Mengenai Larangan Diskriminasi
Usia Dalam Proses Rekrutmen Di Indonesia,” Jurnal Legislatif, Vol. 8§, No. 1 (2024), him. 71.

7 J. Smith, “Economic and Social Impacts of Age Discrimination”, International Labour
Review, Vol. 159, No. 3 (2020), hlm. 7.



berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang
diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi usia masih menjadi
problematika konstitusional yang perlu mendapat perhatian serius.®

Hingga kini, aturan hukum nasional belum mengatur larangan
diskriminasi usia secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan hanya memuat larangan diskriminasi berdasarkan
jenis kelamin, suku, ras, agama, wana kulit, dan aliran politik.” Celah hukum
ini dimanfaatkan banyak perusahaan untuk tetap menerapkan pembatasan usia
dalam rekrutmen tanpa alasan yang objektif.

Dalam ranah internasional, Konvensi ILO Nomor 111 tentang
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 menegaskan
kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya praktik diskriminasi dalam
dunia kerja. Dengan formulasi yang terbuka, konvensi ini secara normatif tidak
membatasi diskriminasi hanya pada dasar ras, jenis kelamin, agama, atau asal-
usul sosial semata, tetapi juga bentuk lain dari pembedaan, pengecualian, atau
preferensi yang berakibat pada hilangnya atau terganggunya kesetaraan
kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan.'® Dengan demikian,

meskipun tidak selalu disebutkan secara terperinci dalam norma nasional,

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-X/2012, dissenting opinion Hakim M.
Guntur Hamzah.

® Pasal 5 dan 6.

10 Pasal 6.



prinsip perlindungan terhadap diskriminasi usia sebenarnya sudah tercakup
dalam kerangka hukum internasional.

Di tengah kekosongan regulasi nasional, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur mengambil inisiatif melalui kebijakan non-legislatif berupa Surat
Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025 yang diterbitkan
pada 2 Mei 2025. Surat edaran ini melarang seluruh perusahaan di Jawa Timur
melakukan diskriminasi usia dalam proses rekrutmen dan mendorong sistem
seleksi berbasis kompetensi dan pengalaman.'! Kebijakan tersebut dipandang
sebagai langkah progresif untuk mencegah diskriminasi usia di dunia kerja.
Dukungan terhadap SE ini datang dari berbagai pihak, termasuk Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang menilai kebijakan tersebut
sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pekerja usia produktif yang
terpinggirkan oleh syarat administratif, '

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025 yang
bersifat non-legislatif (soft law) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
sebagaimana undang-undang atau peraturan daerah. Surat edaran tersebut
hanya bersifat imbauan administratif tanpa konsekuensi yuridis bagi pihak
yang tidak melaksanakannya. Kondisi ini menyebabkan penerapannya
bergantung pada kesadaran sosial perusahaan dan lembaga rekrutmen dalam

menyesuaikan kebijakan rekrutmen yang inklusif.

' Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025 tentang Larangan Batas
Usia dalam Rekrutmen, 2 Mei 2025.

12 Pernyataan resmi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Mei 2025.



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akademik untuk
mengkaji urgensi pengaturan larangan diskriminasi usia dalam proses
rekrutmen tenaga kerja, khususnya dalam konteks kebijakan daerah yang
menggunakan pendekatan non-legislatif. Hukum nasional belum memiliki
ketentuan yang tegas mengenai larangan diskriminasi usia, sehingga
menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada maraknya praktik
diskriminasi usia di dunia kerja. Kekosongan tersebut penting untuk dikaji
guna menilai penerapan serta dampak sosial kebijakan non-legislatif di tingkat
daerah dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi tenaga kerja.

Analisis terhadap implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur
diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan hukum
ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan berbasis
imbauan tersebut memengaruhi perilaku sosial perusahaan dalam pelaksanaan
rekrutmen. Selain itu, penelitian ini ingin mengidentifikasi sejauh mana
kebijakan tersebut membuka kesempatan kerja yang lebih adil bagi kelompok
usia dewasa dan lanjut usia di Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, penting untuk menelaah dampak sosiologis dari
diberlakukannya surat edaran tersebut terhadap masyarakat, terutama terhadap
pencari kerja berusia dewasa dan lanjut usia. Penelitian ini berupaya menilai
sejauh mana surat edaran mampu mendorong perubahan sosial dalam praktik
rekrutmen tenaga kerja agar lebih setara lintas usia serta mengidentifikasi

berbagai kendala sosial yang timbul akibat belum adanya regulasi yang bersifat



mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul
“Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Penerapan Larangan
Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja (Studi pada Surat
Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025)” sebagai
upaya untuk mengkaji hubungan antara kebijakan hukum non-legislatif dan

realitas sosial dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang
di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan larangan diskriminasi usia terhadap tenaga kerja usia
dewasa dan lanjut usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana dampak sosiologis dari diberlakukannya Surat Edaran Gubernur
Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025 tentang larangan pencantuman

batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengaturan larangan diskriminasi usia terhadap
tenaga kerja usia dewasa dan lanjut usia dalam proses rekrutmen tenaga

kerja di Indonesia.



b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosiologis dari
diberlakukannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
560/1486/012/2025 terhadap praktik rekrutmen tenaga kerja.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam
bidang hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia dengan
menambah kajian mengenai larangan diskriminasi usia dalam proses
rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi
ruyjukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang
membabhas isu serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam bentuk pertimbangan dan rekomendasi kebijakan bagi
pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta instansi yang berwenang
dalam merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.
Hasil kajian ini dapat menjadi pijakan dalam merancang peraturan atau
kebijakan yang mengarah pada penghapusan praktik diskriminasi usia,

baik melalui instrumen hukum yang bersifat imbauan (soft law) seperti



Surat Edaran, maupun melalui instrumen yang bersifat mengikat (hard
law) seperti Peraturan Daerah atau peraturan teknis lainnya.

Lebih lanjut, bagi masyarakat dan pencari kerja hasil penelitian
ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak
ketenagakerjaan yang mereka miliki, serta mendorong partisipasi aktif

dalam mengadvokasi rekrutmen kerja yang bebas diskriminasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka
terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna menghindari
terjadinya pengulangan pembahasan, sekaligus untuk menemukan celah atau
kekosongan kajian yang dapat diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan telaah yang
telah dilakukan terdapat lima karya ilmiah yang berkaitan dengan isu
diskriminasi usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja, yang diuraikan sebagai
berikut:

Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Abel Parvez pada
tahun 2024 dengan judul “Pembentukan Legislasi Diskriminasi Umur dalam
Hukum Ketenagakerjaan Nasional sebagai Perlindungan terhadap Tenaga
Kerja”. Penelitian ini menyoroti belum adanya ketentuan hukum nasional yang
secara tegas melarang diskriminasi usia dalam proses rekrutmen. Abel
mengusulkan pentingnya pembentukan legislasi baru sebagai langkah untuk
memberikan perlindungan hukum yang eksplisit terhadap tenaga kerja yang
mengalami diskriminasi berdasarkan usia. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian Abel adalah sama-sama menyoroti permasalahan diskriminasi usia
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dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Perbedaan terletak pada fokus wilayah
dan objek kajian, penelitian Abel menitikberatkan pada urgensi pembentukan
regulasi di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada
analisis yuridis terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk
kebijakan daerah (soft law) serta implikasinya terhadap praktik rekrutmen di
wilayah tersebut.

Penelitian kedua merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Shelomita
Putri Amelia dan rekan-rekannya pada tahun 2024 berjudul “Pengaruh
Persyaratan Usia terhadap Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja di Indonesia”.
Penelitian ini menyoroti bahwa adanya batas usia dalam syarat rekrutmen
berpotensi menimbulkan diskriminasi yang mempersempit kesempatan kerja,
khususnya bagi pencari kerja yang berusia di atas 25 tahun. Penelitian ini
bersifat deskriptif dan menyimpulkan bahwa belum terdapat regulasi
ketenagakerjaan di Indonesia yang secara khusus mengatur larangan
diskriminasi usia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Shelomita
terletak pada fokus yang sama terhadap persoalan diskriminasi usia dalam
rekrutmen tenaga kerja. Perbedaannya adalah penelitian Shelomita lebih
menyoroti dampak sosial diskriminasi usia secara umum, sedangkan penelitian
ini secara khusus mengkaji aspek yuridis dan dampak sosial kebijakan daerah
berupa surat edaran dalam mengatasi diskriminasi usia di dunia kerja.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Amanda Raissa
pada tahun 2019 berjudul ‘“Perlindungan bagi Para Pencari Kerja dari

Kualifikasi Perusahaan yang Diskriminatif”. Penelitian ini mengangkat
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berbagai bentuk diskriminasi dalam rekrutmen, seperti diskriminasi
berdasarkan usia, fisik, dan agama. Amanda menekankan pentingnya adanya
pengawasan terhadap perusahaan yang membuat persyaratan kerja
diskriminatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amanda adalah
sama-sama membahas diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja sebagai
bentuk ketidakadilan. Perbedaan terletak pada pendekatan dan objek kajian;
Amanda menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada fenomena
diskriminasi secara umum tanpa mengkaji instrumen hukum tertentu,
sementara penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
objek konkret berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Penelitian keempat adalah artikel jurnal yang dilakukan oleh Nikmah
Dalimunthe dan Upik Nurhasanah pada tahun 2023 berjudul “Pengaruh
Pembatasan Usia Tenaga Kerja terhadap Perkembangan dan Prospek
Perbankan Syariah Saat Ini”. Artikel ini membahas pengaruh faktor usia,
pendidikan, dan pengalaman kerja terhadap kesulitan pencari kerja terdidik
dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya di sektor perbankan syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai hubungan
antara pembatasan usia dan produktivitas kerja. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian Nikmah adalah sama-sama mengkaji isu pembatasan usia
tenaga kerja yang berdampak pada akses dan peluang kerja. Perbedaan terletak
pada pendekatan dan konteks, penelitian Nikmah berfokus pada sektor

perbankan syariah dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini
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menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada kebijakan daerah
berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Penelitian kelima adalah disertasi yang ditulis oleh Siti Awaliyah pada
tahun 2017 berjudul “Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu
Hubungan Kerja yang Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi
Manusia”. Disertasi ini membahas diskriminasi usia dari perspektif hak asasi
manusia, keadilan, serta pendekatan filosofis dan sosiologis. Siti menekankan
bahwa diskriminasi usia merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan
dalam hubungan kerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti adalah
sama-sama menyoroti diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan sebagai bentuk
pelanggaran hak asasi dan keadilan. Perbedaan terletak pada skala dan
pendekatan, disertasi Siti lebih bersifat konseptual dan berskala makro,
sedangkan penelitian ini bersifat terapan dengan fokus pada kebijakan daerah

berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada
teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh filsuf Amerika Serikat, John
Rawls. Dalam karyanya A Theory of Justice, Rawls menyatakan bahwa
“keadilan adalah kebajikan utama dari institusi-institusi sosial” dan bahwa

prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam mengatur struktur dasar
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3 Prinsip keadilan

masyarakat, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.!
Rawls bertujuan menciptakan tatanan sosial yang adil melalui kerangka
moral dan rasional yang dapat diterima semua individu dalam masyarakat.

Dalam teori ini, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yang
saling melengkapi:'*

(1) Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), yaitu setiap
individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seperti kebebasan
berpendapat, kebebasan beragama, dan hak politik;

(2) Prinsip perbedaan (difference principle), yaitu ketimpangan sosial dan
ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi
kelompok yang paling kurang beruntung.

Untuk menjamin netralitas dalam perumusan prinsip-prinsip
keadilan Rawls mengusulkan sebuah kondisi hipotetik yang disebut “posisi
asali” (original position), yakni posisi semula di mana individu membuat
keputusan sosial tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, ras, gender, atau
usia mereka dalam masyarakat. Ketidaktahuan ini yang dikenal sebagai
“selubung ketidaktahuan™ (veil of ignorance) yang mendorong setiap
individu untuk memilih prinsip keadilan yang adil bagi semua orang,

termasuk kelompok rentan seperti pencari kerja usia lanjut.'

13 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), him.
14 John Rawls, Teori Keadilan, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), him. 90.

15" Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 (2009),
hlm. 136-137
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Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan Rawls memberikan
kerangka normatif untuk menilai kebijakan rekrutmen yang membatasi usia
maksimal. Pembatasan semacam itu bertentangan dengan prinsip fair
equality of opportunity karena tidak memberikan kesempatan yang sama
bagi setiap individu, hanya berdasarkan umur. Dalam pandangan Rawls,
keadilan menuntut negara untuk hadir dan melakukan koreksi struktural
terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat melalui intervensi
kebijakan yang responsif terhadap kelompok paling dirugikan.'¢

Negara sebagai penyelenggara institusi sosial memiliki kewajiban
moral dan yuridis untuk menciptakan mekanisme hukum yang adil bagi
seluruh warga negara. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur yang mengimbau
penghapusan batas usia dalam rekrutmen dapat dibaca sebagai bentuk
implementasi prinsip keadilan distributif dan korektif, yakni menjamin
pemerataan akses terhadap pekerjaan terutama bagi pencari kerja berusia di
atas 35 tahun. Dengan demikian, teori keadilan Rawls mendasari pentingnya
reformulasi kebijakan ketenagakerjaan agar sejalan dengan prinsip
persamaan dan keberpihakan pada kelompok yang paling tidak

diuntungkan.
2. Teori Keseteraan

Salah satu prinsip mendasar dalam hak asasi manusia adalah

kesetaraan (equality), yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip non-

16 Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, Mukaddimah: Jurnal
Studi Islam, Vol. 19, No. 1 (2013), hlm. 51-53.
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diskriminasi. Kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang sama bagi
individu dalam kondisi yang serupa, serta perlakuan berbeda yang adil
apabila terdapat perbedaan keadaan secara faktual.!” Dalam konteks hukum
kesetaraan mencakup akses yang adil terhadap hak, kesempatan, dan
perlindungan hukum termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Konsep kesetaraan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa semua
manusia dilahirkan bebas, memiliki martabat, dan hak yang setara.'® Prinsip
ini juga tercermin dalam yurisprudensi internasional, seperti dalam
dissenting opinion Hakim Tanaka pada perkara South-West Africa Cases
yang menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti perlakuan yang
seragam, melainkan perlakuan yang mempertimbangkan perbedaan faktual
sepanjang didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional.!” Dalam
hukum nasional, asas kesetaraan tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.?® Dalam ranah ketenagakerjaan, prinsip ini diatur dalam
Pasal 5, 6, 12 ayat (3) dan 31 UU No. 13 Tahun 2003 yang menjamin hak

semua warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi.?!.

39-40.

1966.

17 Rhona K. M. Smith dkk., Hukum Hak Asasi Manusia (Bantul: PUSHAM UII, 2005), hlm.

18 Pasal 1.

1 Dissenting Opinion Judge Tanaka, South-West Africa Cases, International Court of Justice,

2l Pasal 5, 6, 12 ayat (3), dan 31.
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Secara teoretis, berbagai pendekatan kesetaraan telah dikembangkan
oleh filsuf modern. Salah satunya adalah teori kesetaraan kapabilitas yang
dikemukakan oleh Amartya Sen. Teori ini menempatkan kesetaraan bukan
semata-mata pada hasil akhir atau distribusi sumber daya, melainkan pada
kemampuan nyata (capabilities) individu untuk mencapai fungsi-fungsi
kehidupan yang bernilai.?> Kesetaraan dalam perspektif ini dimaknai
sebagai kebebasan substantif untuk memilih dan menjalani kehidupan yang
dianggap bermakna, termasuk dalam memilih dan memperoleh pekerjaan.

Dalam konteks rekrutmen tenaga kerja, pendekatan kapabilitas
memberi pemahaman bahwa pembatasan usia yang tidak didasarkan pada
kebutuhan objektif pekerjaan berpotensi menghambat kapabilitas individu,
meskipun individu tersebut memiliki kompetensi dan pengalaman yang
relevan. Oleh karena itu, diskriminasi usia dalam rekrutmen tidak hanya
melanggar prinsip kesetaraan formal, tetapi juga mereduksi kesetaraan
substantif karena membatasi kebebasan dan kemampuan nyata pencari kerja
untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Teori kesetaraan kapabilitas
digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana pengaturan dan
penerapan kebijakan rekrutmen tenaga kerja, termasuk Surat Edaran
Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025, mampu menjamin

kesetaraan kesempatan kerja secara substantif bagi pencari kerja lintas usia.

22 Amartya Sen, Capabilities and Well-being (Oxford: Clarendon Press, 1993), him. 30.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) yang dipadukan dengan pendekatan
hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data
secara langsung dari lapangan melalui wawancara untuk memperoleh
informasi mengenai praktik diskriminasi usia dalam proses rekrutmen
tenaga kerja. Penelitian ini juga menganalisis norma-norma hukum yang
mengatur persoalan tersebut, khususnya dalam konteks diberlakukannya
Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk
mendeskripsikan secara sistematis realitas di lapangan terkait praktik
diskriminasi usia dalam proses rekrutmen serta menganalisisnya
berdasarkan kerangka teori hukum dan asas keadilan serta kesetaraan.
Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi,
tetapi juga menilai urgensi dan implikasi kebijakan yang telah diterapkan.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris,
yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma
tertulis (das sollen), tetapi juga mempelajari penerapannya dalam kenyataan

sosial (das sein). Penelitian ini mengkaji bagaimana aturan hukum
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mengenai larangan diskriminasi usia diterapkan dalam praktik oleh institusi,
perusahaan, dan pihak-pihak terkait di Jawa Timur.
4. Sumber Data
Untuk menunjang analisis dalam penelitian ini digunakan dua jenis
data, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik
rekrutmen tenaga kerja khususnya yang berkaitan dengan isu
diskriminasi usia. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas tiga
kategori utama yang meliputi perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta pihak pelaku rekrutmen, seperti
perusahaan, restoran, atau lembaga penyedia tenaga kerja lainnya.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai
pelaksanaan dan dampak dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
560/14861/012/2025 dalam konteks penerapan larangan diskriminasi
usia.

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai
data pelengkap. Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk menjangkau
persepsi pekerja dan pencari kerja di berbagai wilayah Provinsi Jawa
Timur, mengingat luasnya cakupan wilayah penelitian dan keterbatasan

akses wawancara langsung. Kuesioner disebarkan kepada responden
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untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengalaman dan persepsi
terhadap dampak sosial penerapan Surat Edaran tersebut. Data kuesioner
tidak ditempatkan sebagai data utama, melainkan sebagai pendukung
temuan kualitatif hasil wawancara.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri
dari buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian,
dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan topik
diskriminasi usia, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta teori-teori
hukum yang relevan seperti teori keadilan dan teori kesetaraan. Data ini
digunakan untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian in1 dilakukan melalui
beberapa cara:
a. Wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur,
yaitu memberikan pertanyaan pokok kepada narasumber namun tetap
memberi ruang bagi pengembangan jawaban. Wawancara dilakukan
terhadap:
1) Pejabat Disnakertrans Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui
pelaksanaan dan tindak lanjut dari Surat Edaran.
2) Pihak pemberi kerja yang menerapkan kebijakan batas usia, untuk

mengetahui pertimbangannya.
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Sebagai pelengkap wawancara, penulis menggunakan kuesioner
tertulis yang disebarkan secara daring kepada responden pekerja dan
pencari kerja di berbagai wilayah Provinsi Jawa Timur. Penggunaan
kuesioner bertujuan untuk melengkapi data kualitatif dengan gambaran
persepsi sosial yang lebih luas, tanpa dimaksudkan untuk melakukan
analisis statistik inferensial.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengkaji
dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya
untuk mendapatkan dasar normatif serta teori yang mendukung analisis.

. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis, serta didukung oleh data kuantitatif
deskriptif sebagai pelengkap Data hasil wawancara dianalisis dengan cara
mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan temuan lapangan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menggunakan metode
berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep umum dalam teori
keadilan dan teori kesetaraan menuju analisis terhadap praktik diskriminasi
usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Jawa Timur.

Data kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan
persentase dan penyajian grafik sederhana untuk menggambarkan
kecenderungan jawaban responden. Hasil analisis kuesioner tidak

diposisikan sebagai temuan mandiri, melainkan diintegrasikan dengan hasil



21

wawancara guna membangun triangulasi data. Melalui penggabungan data
kualitatif dan kuantitatif tersebut, penulis berupaya menunjukkan
kesesuaian maupun ketegangan antara persepsi pencari kerja dan praktik
rekrutmen yang dijalankan oleh pemberi kerja.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya
berfokus pada pemaparan norma hukum, tetapi juga pada realitas sosial
penerapannya, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai dampak sosial Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor

560/14861/012/2025.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh)
subbab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teori dan konsep, yang digunakan
sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum. Selain itu,
dijelaskan pula pengertian diskriminasi serta konsep non-diskriminasi dalam
ketenagakerjaan.

Bab ketiga, memuat uraian tentang objek yang menjadi fokus
penelitian, yaitu Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
560/14861/012/2025 khususnya mengenai larangan diskriminasi usia dalam

rekrutmen tenaga kerja. Dalam bab ini dibahas secara deskriptif mengenai latar
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belakang diterbitkannya surat edaran tersebut, dasar hukum pembentukannya,
tujuan dan substansi kebijakan, serta kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur
yang melatarbelakanginya. Bab ini juga memuat data hasil penelitian lapangan
yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pelaku usaha, serta para pencari kerja.
Seluruh data tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan serta
dampak awal dari penerapan surat edaran terhadap praktik rekrutmen tenaga
kerja di lapangan.

Bab keempat, yang berisi deskripsi, argumentasi, dan kritik terhadap
data hasil penelitian berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya. Bab ini menguraikan analisis yuridis terhadap keberlakuan
dan kekuatan hukum surat edaran sebagai kebijakan non-legislatif (soft law),
serta analisis sosiologis mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu,
dalam bab ini penulis juga menilai implikasi surat edaran dalam mendorong
perubahan sosial dan memberikan rekomendasi atas perlunya reformulasi
regulasi yang lebih tegas dan mengikat dalam mencegah diskriminasi usia di
dunia kerja.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada pemerintah,
pelaku usaha, serta pemangku kebijakan. Bab ini memberikan rekomendasi
untuk memperkuat regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin
kesetaraan kesempatan kerja tanpa diskriminasi usia, baik di tingkat daerah

maupun nasional.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan larangan diskriminasi usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja
di Indonesia hingga saat ini masih bersifat parsial. Secara normatif, prinsip
nondiskriminasi telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan serta melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111
Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Namun
demikian, belum terdapat ketentuan yang secara tegas melarang
diskriminasi berdasarkan usia serta mengatur batasan pengecualian,
parameter objektif kebutuhan jabatan, dan mekanisme penegakan hukum
yang jelas. Dengan menggunakan pendekatan teori keadilan dan teori
kesetaraan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
pengakuan normatif terhadap kesetaraan kesempatan kerja dan realitas
pengaturan hukum yang masih bersifat formal. Prinsip kesetaraan telah
diakui, tetapi belum dioperasionalisasikan secara memadai untuk menjamin
kesetaraan kesempatan kerja secara substantif. Hal ini mengakibatkan,
pencari kerja berada dalam kondisi ketidakpastian hukum dan pemberi kerja
tetap memiliki ruang untuk mempertahankan praktik pembatasan usia yang

tidak selalu didasarkan pada kebutuhan objektif pekerjaan.
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2. Penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/14861/012/2025
menimbulkan dampak sosial yang cenderung bersifat simbolik dan
psikologis, namun belum sepenuhnya mengubah praktik rekrutmen secara
struktural. Dampak tersebut terlihat dari persepsi keterbukaan akses kerja,
di mana 26,8% responden menilai sangat membantu, 61% cukup membantu,
9,8% tidak berpengaruh, dan 2,5% tidak mengetahui dampaknya. Dampak
paling kuat terlihat pada meningkatnya keberanian melamar kerja, di mana
90% responden merasa lebih berani mengajukan lamaran, sedangkan 10%
tidak mengalami perubahan. Dalam aspek rasa aman sosial, 67,5%
responden masih bersikap netral dan hanya 32,5% yang merasa lebih aman
setelah adanya kebijakan. Sementara itu, pada aspek keadilan rekrutmen,
82,5% responden menilai proses rekrutmen menjadi lebih adil, sedangkan
17,5% tidak merasakan peningkatan. Temuan wawancara menunjukkan
bahwa perusahaan cenderung menyesuaikan diri secara administratif
dengan menghapus batas usia pada pengumuman lowongan, namun tetap
melakukan penyaringan usia pada tahap seleksi internal. Hal tersebut
menandakan bahwa praktik pembatasan usia tidak sepenuhnya hilang,
melainkan bergeser menjadi lebih terselubung. Secara sosiologis, kebijakan
ini telah memengaruhi kesadaran dan sikap pencari kerja, tetapi dampaknya
terhadap perubahan praktik rekrutmen masih terbatas karena belum disertai

mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan

adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah pusat perlu melakukan reformulasi regulasi ketenagakerjaan
dengan mengatur larangan diskriminasi usia secara eksplisit dalam proses
rekrutmen tenaga kerja. Pengaturan tersebut sebaiknya disertai kriteria
objektif mengenai pengecualian pembatasan usia berdasarkan kebutuhan
jabatan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans perlu memperkuat
implementasi  Surat Edaran  Gubernur Jawa  Timur Nomor
560/14861/012/2025 dengan menyusun kebijakan teknis pendukung,
termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik rekrutmen
tenaga kerja di Perusahaan. Selain itu, Disnakertrans perlu sosialisasi
berkelanjutan serta pembinaan kepada Perusahaan. Langkah ini diperlukan

untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas kebijakan di tingkat daerah.

. Pemberi kerja diharapkan menerapkan proses rekrutmen yang berbasis

kompetensi dan kebutuhan objektif pekerjaan, bukan semata-mata
pertimbangan usia. Penggunaan usia sebagai indikator seleksi sebaiknya
digantikan dengan penilaian individual terhadap pengalaman, keterampilan,
dan kemampuan kerja calon tenaga kerja. Perubahan pola rekrutmen ini
penting untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.

Pencari kerja, khususnya tenaga kerja usia dewasa dan lanjut usia juga perlu

meningkatkan kapasitas dan daya saing melalui pengembangan
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keterampilan, sertifikasi, serta pemanfaatan program pelatihan kerja yang
disediakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Upaya ini dapat
memperkuat posisi tawar pencari kerja dalam menghadapi pasar kerja yang
kompetitif.

. Perlu adanya penguatan akses informasi dan mekanisme pengaduan bagi
pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia dalam proses rekrutmen.
Dukungan hukum dan pendampingan yang mudah diakses diharapkan dapat
mendorong keberanian pencari kerja untuk melaporkan praktik
diskriminatif serta memperkuat penegakan prinsip kesetaraan kesempatan

kerja.
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